




Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dwelling time merupakan lamanya waktu kegiatan bonkar muat barang 
yang terjadi di pelabuhan. Dwelling time di pelabuhan dapat memberikan 
dampak buruk bagi kegiatan perekonomian negara. Tahapan dari dwelling 
time terdiri atas Pre clearance, Custome Clearance dan post Clearance. 
Pelabuhan Teluk Bayur yang berada di Samudera Hindia memiliki posisi 
yang dilewati oleh kapal – kapal yang akan berlayar dari dan kekawasan 
asia. Pelabuhan Teluk Bayur mengalami dwelling time selama 4 hari, 
yang artinya masih tergolong lama dari yang ditargetkan oleh pemerintah. 
Pemerintah menargetkan dwelling time pada tahun 2016 selama 3 hari, 
dan tahun 2017 ditargetkan selama 2 hari. Penyebab dari adanya dwelling 
time tersebut diantaranya adalah perilaku dari pemilik barang yang lebih 
suka menimbun barang di pelabuhan dengan alasan tidak cukup kapasitas 
penyimpanan barang digudang. Selain itu alasan lainnya adalah banyak 
tahapan yang harus dilalui untuk kepengurusan dokumen izin 
pengeluaran barang dari pelabuhan. Lamanya dwelling time tidak hanya 
berakibat kerugian terhadap lamanya penyerahan barang kepada pembeli, 
  
tetapi juga dapat mempengaruhi harga (high cost),barang langka, dan 
kongesti di pelabuhan.  
2. Pelabuhan Teluk Bayur memiliki peran yang sangat vital dalam kegiatan 
perdagangan internasional. Pelabuhan Teluk Bayur berada dikawan 
Samudera Hindia, artinya posisi ini memberikan manfaat bagi pelabuhan 
untuk mendapatkan keuntungan guna mendorong majunya kegiatan 
perekonomian khususnya bagi Sumatera Barat. Berbagai macam 
komoditi diangkut dari pelabuhan Teluk Bayur seperti semen, CPO, 
batubara,biji/batu besi, pupuk , dan kargo peti kemas. Namun kendala – 
kendala yang terjadi di pelabuhan seperti dwelling time dapat membuat 
kinerja pelabuhan menjadi terhambat. World Trade Organization 
Agreement on Trade Facilitation dapat menjadi penyelesaian masalah 
bagi pelabuhan Teluk Bayur. Namun agreement ini belum diratifikasi 
oleh Indonesia sehingga belum dapat diterapkan.  Indonesia termasuk 
dalam kategori A dalam pelaksanaan fasilitasi perdagangan berdasarkan 
kategori yang dilakukan oleh WTO Agreement Faciilitation. Penerapan 
agreement ini dapat memberikan dampak yang baik terutama bagi 
pelabuhan. Karena pelabuhan memiliki peran yang sentral dalam kegiatan 





B. Saran  
1. Pada dasarnya Indonesia sudah mengeluarkan kebijakan untuk 
mengurangi terjadi dwelling time di pelabuhan. Kebijakan tersebut seperti 
penyederhaan pengurusan dokumen impor di pelabuhan dan bea cukai, 
memperbaiki infrastruktur pelabuhan. Namun perlu adanya pengawasan 
yang ketat terhadap kebijakan tersebut. Agar kebijakan tersebut tidak 
hanya tertulis tetapi juga dapat di terapkan sebagaimana mestinya. Dengan 
adanya perbaikan terhadap dwelling time diharapkan mampu menarik 
pihak asing untuk melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia. 
2. Perdagangan internasional dilakukan salah satunya melalui laut, sehingga 
perlu adanya kebijakan yang dapat menyelesaikan hambatan – hambatan 
terhadap kegiatan perdagangan baik ekspor maupun impor. Indonesia 
seharusnya sudah dapat meratifikasi WTO Agreement on Trade 
Facilitation karena Indonesia sudah berada pada kategori A. Perlu 
secepatnya proses pembahasan dilakukan oleh DPR agar agreement 
tersebut dapat berlaku guna menunjang kegiatan perdagangan 
internasional Indonesia.  
 
